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ABSTRAK

Pasar tradisional sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus
interaksi sosial dan budaya bagi masyarakat setempat, seperti adanya praktik sewa-
menyewa lapak yang kerap kali dilakukan tanpa adanya formalitas hukum. Di Pasar
Bangsari, Desa Bulaksari, para pedagang berinteraksi dalam sistem sewa-menyewa
lapak yang didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan, tanpa adanya kontrak
tertulis yang mengikat. Praktik ini, meskipun telah berjalan turun-temurun,
menimbulkan celah bagi masalah-masalah di kemudian hari. Salah satu yang paling
menonjol adalah adanya praktik jual beli lapak antara pedagang baru dan pedagang
lama dengan dalih pemindahan kepemilikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui sistem praktik sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Bangsari
Desa Bulaksari, yang kemudian ditinjau berdasarkan prinsip Maslahah Mursalah dan
dikaitkan dengan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Dalam mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yakni peneliti terjun
langsung ke lokasi penelitian yang berada di pasar Bangsari Desa Bulaksari,
Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap guna mengetahui praktik sewa menyewa
lapak yang terjadi di pasar tersebut. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian
ini terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Dalam memperoleh data, peneliti
menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan
wawancara secara langsung kepada beberapa pihak, yakni dari pengelola lapak
(BUMDes Bulaksari) dan juga beberapa pedagang sebagai penyewa lapak.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem praktik sewa menyewa lapak
pedagang di Pasar Bangsari Desa Bulaksari secara umum mengandung maslahah
(kemanfaatan) dengan menyediakan tempat usaha dan mendukung pengelolaan pasar,
namun juga berpotensi mafsadat (kerugian atau konflik) akibat ketidakjelasan status
hak dan transparansi tentang kepemilikan serta maksud dan tujuan pembayaran
abonemen. Menurut tinjauan hukum positif Indonesia, praktik sewa menyewa
tersebut dikatakan valid, namun lemah secara hukum karena tidak adanya kontrak
tertulis. Secara hukum islam, praktik sewa menyewa tersebut sah, namun terdapat
unsur gharar (ketidakjelasan) terkait rincian abonemen yang perlu diperbaiki.
Kemudian mengenai adanya unsur pemindahan kepemilikan lapak antara pedagang
lama dan pedagang baru dinyatakan tidak sah karena tidak ada dasar kepemilikan
secara formal. Oleh sebab itu, perlu adanya pembaharuan mengenai aturan yang
berlaku antara pedagang dan pengelola lapak untuk mencapai kemaslahatan bersama,
sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik di masa mendatang.

Kata Kunci: Maslahah Mursalah, Pemindahan Kepemilikan, Sewa Menyewa



ABSTRACT

Traditional markets are often the center of economic activities as well as
social and cultural interactions for local communities, such as the practice of renting
stalls which is often carried out without any legal formalities. In Bangsari Market,
Bulaksari Village, traders interact in a stall rental system based on trust and verbal
agreements, without any binding written contracts. This practice, although it has been
carried out for generations, creates loopholes for problems in the future. One of the
most prominent is the practice of buying and selling stalls between new and old
traders under the pretext of transferring ownership. This study was conducted with
the aim of determining the stall rental system of traders in Bangsari Market, Bulaksari
Village, which was then reviewed based on the principle of Maslahah Mursalah and
linked to Indonesian Positive Law and Islamic Law.

In achieving the research objectives, the researcher used a qualitative research
method with a field research type, namely the researcher went directly to the research
location located in the Bangsari market, Bulaksari Village, Bantarsari District,
Cilacap Regency to find out the stall rental practices that occur in the market. The
data sources needed in this study consist of primary, secondary, and tertiary data. In
obtaining data, the researcher used a data collection method carried out through direct
observation and interviews with several parties, namely from the stall manager
(BUMDes Bulaksari) and also several traders as stall tenants.

The results of this study indicate that the system of renting stalls of traders in
Bangsari Market, Bulaksari Village generally contains maslahah (benefit) by
providing a place of business and supporting market management, but also has the
potential for mafsadat (loss or conflict) due to the unclear status of rights and
transparency regarding ownership and the intent and purpose of payment of
amortization. According to a review of positive Indonesian law, the practice of
renting is said to be valid, but legally weak because there is no written contract.
According to Islamic law, the practice of renting is valid, but there is an element of
gharar (unclarity) regarding the details of the amortization that needs to be corrected.
Then regarding the element of transfer of ownership of stalls between old and new
traders, it is declared invalid because there is no formal basis for ownership.
Therefore, there needs to be an update regarding the rules that apply between traders
and stall managers to achieve mutual benefit, so that it can minimize conflicts in the
future.

Keywords: Maslahah Mursalah, Transfer of Ownership, Renting
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MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka
ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun
tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

“Hidup bukan tentang kecepatan, melainkan tentang arah”

(Kim Namjoon-BTS)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi
rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang
kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang
itu yang nanti bisa kau ceritakan”’

(Boy Candra)

“I'm glad and Proud for Myself”
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B. Konsonan Rangkap
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Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

J3i

Ditulis

Nazzala




Ditulis

Bihinna

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata
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‘illah
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H. Kata Sandang Alif dan Lam
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-
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan suatu tempat dimana masyarakat melakukan kegiatan
ekonomi yakni jual-beli, baik barang maupun jasa. Pasar tradisional, yang saat ini
disebut sebagai pasar rakyat merupakan wadah yang secara langsung dapat
dimanfaatkan para petani atau nelayan untuk menjual hasil bumi.® Adanya pasar
tradisonal tentu saja dapat memaksimalkan potensi perekonomian di wilayah tersebut
dengan kegiatan jual beli dan kegiatan lainnya yang menyangkut dengan kegiatan
sosial.

Pasar tradisional bukan hanya menjadi tempat kegiatan jual beli saja, tetapi
juga menjadi pusat interaksi sosial dan budaya, salah satunya yaitu kegiatan sewa
menyewa lapak. Penyewaan lapak pada pasar tradisional biasanya hanya dilakukan
secara lisan atau tanpa adanya dokumentasi dan kontrak tertulis. Hal ini terjadi karena
beberapa faktor, diantaranya sifat saling percaya antar pelaku pasar yang tinggi,
kesederhanaan proses, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya kontrak tertulis
dalam suatu perjanjian.

Sewa menyewa dalam fikih islam disebut juga dengan ljarah, yang berasal

dari bahasa arab al- ‘ajru yang berarti imbalan, kompensasi, atau subtitusi. Sewa atau

! Yunita Rustanti, dkk., Profil Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
(Jakarta: Pusat Badan Statistik, 2018). HIm. 1.



ljarah diartikan dengan proses perjanjian antar pihak, satu pihak yakni pemilik barang
atau penyedia jasa (mu jir) dan pihak lain yakni penyewa atau pengguna barang atau
jasa (musta’jir).? Selain itu, ijarah juga merupakan perjanjian yang bertujuan untuk
memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang selama masa periode berlakunya
ijarah dengan memberikan imbalan atau upah sesuai dengan kesepakatan yang telah
disepakati oleh para pihak.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi, termasuk sewa-
menyewa, harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan (‘adl), transparansi
(shafafiyah), kemaslahatan (maslahah), dan menghindari unsur ketidakpastian hukum
(gharar).®> Akad sewa menyewa (ijarah) diakui sebagai bentuk transaksi yang sah
selama memenuhi rukun dan syaratnya, yakni adanya kejelasan dalam kesepakatan,
baik mengenai objek yang disewa, manfaat yang diperoleh, maupun imbalan yang
disepakati. Dalil yang memperbolehkannya adalah Al-Qur’an Surah Al-Bagarah (2)
ayat 233:

iy a3l e 5 Aot 225 51 051 (ol GilaS (i3 GohN 5 G 1l
a0 0 5 oy 40 33450 5 Wy By e ¥ Ty ) o GG Y iy ally (gl s
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2 Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-ljarah (Sewa-Menyewa) dalam Figh Muamalah Perspektif
Ekonomi Islam”, (Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah 2019), Vol. 1, No. 1, him. 22.

® Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, cetakan ke 3, (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1989), jilid 4, him. 287.

* Al-Bagarah (2): 233



Ayat tersebut menjelaskan bahwa masa penyusuan yang sempurna bagi
seorang ibu kepada anak yang dilahirkannya adalah dua tahun. Dan wajib bagi
seorang ayah memberikan nafkah atau menjamin kelangsungan hidup anak dan
ibunya. Allah Swt juga menetapkan bagi laki-laki yang anaknya disusui oleh
perempuan lain dikarenakan si ibu berhalangan menyusui anaknya dengan kata lain
demi kesehetan sang ibu atau karena telah meninggal dunia untuk membayar upah
dari hartanya selama masa yang telah ditentukan.

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000,
ijarah merupakan suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau
jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.® Dalam Hadist Riwayat Bukhori
dijelaskan, “dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda
“berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering”. Hadist tersebut
menekankan pentingnya pembayaran upah yang tepat waktu dalam konteks
pekerjaan, yang relevan dengan prinsip sewa menyewa jasa.

Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian sewa menyewa juga diatur dalam
KUH Perdata Pasal 1548-1600, yang mengakui kesepakatan lisan tetapi lebih

menganjurkan perjanjian tertulis sebagai alat bukti yang sah.” Bukti tertulis dalam

® Syaikh Ahmad Musthafa al- Farran. Tafsir Imam Syafi’i: Menyelami Kedalaman
Kandungan Al-Qur’an Surah an-Nisa’-Surah Ibrahim. (Ter. Fedrian Hasmand. Jakarta: Almahira,
2008).

® Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/1V/2000.

" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1548-1600.
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suatu perjanjian dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi dari kedua belah
pihak. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian terjadi tanpa adanya bukti tertulis
akad tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama jika terjadi sengketa
terkait kenaikan harga sewa, jangka waktu, atau kondisi tempat yang disewakan.

Dalam pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa
dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya
kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu sebagai obyek sewa, dan
adanya sebab yang halal.® Barang yang digunakan sebagai obyek sewa menyewa
dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adapun benda bergerak
yakni barang yang dapat dipindahkan seperti kendaraan dan alat elektronik,
sedangkan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, ataupun tempat usaha.

Suatu perjanjian sewa menyewa dapat berakhir karena beberapa sebab,
diantaranya berakhirnya jangka waktu sewa, adanya kesepakatan para pihak untuk
mengakhiri perjanjian, atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1600,° maka pihak yang merasa
dirugikan dapat melakukan pemutusan perjanjian ke pengadilan. Selain itu, suatu
perjanjian sewa menyewa juga dapat dinyatakan berakhir akibat musnahnya obyek

sewa dikarenakan adanya suatu kejadian yang tidak disengaja sebagaimana diatur

# Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

° Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1600.



dalam KUHPerdata Pasal 1553'°, maka perjanjian sewa menyewa dinyatakan gugur
demi hukum. Sewa menyewa mencerminkan asas kebebasan berkontrak seperti
dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yakni para pihak bebas menentukan syarat
dan ketentuan sewa selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
hukum, dan kesusilaan.*!

Berdasarkan uraian diatas, hal yang menarik bagi peneliti adalah pelaksanaan
akad sewa menyewa lapak yang terjadi di Pasar Bangsari Desa Bulaksari Kabupaten
Cilacap, yang pada pelaksanaannya akad tersebut hanya menggunakan akad secara
lisan antara pihak penyewa dan pihak pengelola lapak (BUMDes Bulaksari) dengan
harga sewa yang telah ditentukan dan disepakati bersama per-tahunnya. Kemudian
peneliti dalam menelusuri kejadian di lapangan menemukan fakta yang berasal dari
salah satu penyewa lapak di Pasar Bangsari Desa Bulaksari Kabupaten Cilacap,
bahwa dalam keterangannya praktik sewa menyewa ini menggunakan sistem oper
kepemilikan, yakni adanya transaksi jual beli lapak antara penyewa sebelumnya
dengan calon penyewa yang baru untuk bisa mengatasnamakan dan menggunakan
lapak tersebut untuk berdagang. Setelah akad oper kepemilikan tersebut tercapai,

kemudian beban sewa terhadap BUMDes per-tahunnya otomatis berpindah tangan

juga.

10 K UHPerdata Pasal 1553.

11 KUHPerdata Pasal 1338.



Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti
lebih lanjut terhadap praktik sewa menyewa lapak atau kios di Pasar Bangsari Desa
Bulaksari Kabupaten Cilacap ini dan dirumuskan dengan judul penelitian: Sewa
Menyewa Lapak Pedagang di Pasar Tradisional Bangsari Tanpa Kontrak

Tertulis Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pelaksanaan sistem kontrak sewa kios/lapak di Pasar Bangsari di
Desa Bulaksari Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana prinsip maslahah mursalah kontrak sewa lapak di Pasar Bangsari
Desa Bulaksari Kabupaten Cilacap berdasarkan prinsip Maslahah Mursalah

serta berdasarkan teori perjanjian dan teori akad dalam Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai penyusun pada penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui seperti apa sistem kontrak pada penyewaan lapak di

Pasar Bangsari Desa Bulaksari Kabupaten Cilacap.



b. Untuk mengetahui bagaimana analisis maslahah mursalah pada praktik
sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Bangsari Desa Bulaksari
Kabupaten Cilacap jika didasarkan pada Teori Akad dan Teori
Perjanjian, serta prinsip Maslahah Mursalah

2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang hendak dicapai penyusun pada penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangan informasi dan ilmu dalam dunia akademis untuk para
kaum-kaum intelektual dalam mengkaji dan menambah khazaah
pengetahuannya terhadap hukum ekonomi syariah tentang bagaimana
sewa-menyewa khususnya bagi mahasiswa mua’malah serta menjadi
referensi dan juga refleksi kajian kedepannya yang berkaitan dengan
sistem penyewaans. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menarik
perhatian dari peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut
tentang masalah yang serupa.

b. Manfaat praktis, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah
untuk dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat luas pada
umumnya dalam memahami persoalan kontrak sewa- menyewa
menurut undang-undang dan hukum islam serta diharapkan mampu
menjelaskan praktik sewa-menyewa lapak yang diterapkan oleh pihak

pengelola Pasar Bangsari di Desa Bulaksari Kabupaten Cilacap.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah langkah awal dalam memulai sebuah penelitian,
sebagai bahan acuan peneliti dalam menyusun skripsi. Diawali dengan mencari
literatur yang membahas tentang sewa menyewa dan mencari perbedaan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Untuk menghindari segala
bentuk plagiasi dan kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa
penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Yunus yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand di Pasar Syariah
Kutisari Surabaya.” Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah terjadinya wanprestasi pada praktik
sewa menyewa stand pasar syariah karena pedagang secara tiba-tiba mengalami
pemutusan sepihak oleh pasar dan berujung tidak dikembalikannya uang sewa, hal
ini secara Hukum Islam dalam muamalat pemutusan sepihak tidak boleh dilakukan,
kecuali ada udzur Syar’i yang bisa diterima dalam pemutusan akad ijarah tersebut.*?
Dalam penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang praktik sewa menyewa, yang
membedakannya adalah permasalahan pada penelitian oleh Mahmud Yunus terjadi
karena adanya wanprestasi, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang proses
akadnya yang dilakukan tanpa adanya kontrak tertulis dan terjadi oper kepemilikan

hak sewa.

2 Mahmud Yunus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand di Pasar
Syariah Kutisari Surabaya,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, (2018).



Kedua, penelitian oleh Muhammad Darmawan Rasyid dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Di Area Pujasera Jiwan.”
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, terjadi akad sewa menyewa
lahan oleh sekelompok paguyuban tetapi lahan tersebut bukan milik pribadi.
Kepemilikan yang dilakukan oleh ketua paguyuban merupakan kepemilikan tidak
sempurna karena hanya memiliki manfaatnya saja, Jika akad dilakukan oleh orang
tidak memiliki wilayah (kekuasaan) untuk melakukan transaksi, maka akadnya
disebut akad fudhuli dan hukum akadnya mauquf (ditangguhkan), transaksi fudhuli
dinyatakan batal, walaupun dikemudian hari mendapatkan izin dari pemilik."* Dalam
penelitian tersebut sama-sama membahas tentang praktik sewa menyewa, yang
membedakan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya, yakni lokasi dan
kegiatan akadnya juga berbeda yakni dalam penelitian ini perjanjian dilakukan oleh
pengelola atau yang memiliki kekuasaan atas lapak tersebut.

Ketiga, penelitian oleh Akbar Tonison yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
terhadap mekanisme sewa lapak dagang di jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir
Palembang”. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan
(field research) dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa

mekanisme sewa menyewa di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang sudah

3 Muhammad Darmawan Rasyid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa
Lahan Di Area Pujasera Jiwan,” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2024).



terlaksana dengan baik akad antara kedua belah pihak. Namun tidak adanya
kesepakatan secara tertulis. Menurut hukum islam mekanisme sewa menyewa
tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam karena adanya kesepakatan
dua belah pihak dan objeknya dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa.!* Dalam
penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang praktik sewa menyewa tanpa kontrak
tertulis, yang membedakan dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan dalam
meninjau praktik sewa menyewa lapak, yakni peneliti meninjau menggunakan Teori
Akad dan prinsip Maslahah Mursalah, serta hukum Positif Indonesia.

Keempat, penelitian oleh M. Bhakti Wira Yuda dengan judul “ Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lapak
Dagang Di Kambang Luak Kota Palembang”. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif dengan field research yang mengkaji dinamika keadaan serta
fenomena yang lebih jelas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa
pelaksanaan akad sewa menyewa di Kambang Iwak Kota Palembang tidak sah dan
tidak sesuai dengan hukum Islam karena koordinator lapak terkadang menaikkan
harga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyewa, maka akad tersebut
dianggap tidak jelas dan mengandung unsur Gharar.’> Dalam penelitian tersebut

sama-sama meneliti tentang sewa menyewa, yang membedakan dengan penelitian ini

* Akbar Tonison, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di
Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang,” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden
Fatah, Palembang, (2017).

> M Bhakti Wira Yuda, “Tinjauan Huku Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa

Menyewa Lapak Dagang Di Kambang Iwak Kota Palembang”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah, Palembang, (2023).
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adalah objek penelitiannya dengan lokasi yang berbeda dan juga permasalahan pada
praktik sewa menyewa tersebut juga berbeda.

Kelima, penelitian oleh Zofiroh Nurjanah YL, yang berjudul “Praktik Akad
ljarah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No0.112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus
Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.mdn). Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis
sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah secara syariah praktik akad di Teman
Healing telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa
atau sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.112 Tahun 2017. Jadi, praktik sewa
menyewa di Teman Healing tidak memiliki unsur riba secara tinjauan figih muamalah
dan termasuk kedalam ljarah ‘Ala Al-A’yun yaitu akad sewa atas manfaat barang.'®
Dalam penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang praktik sewa menyewa, yang
membedakan dengan penelitian ini adalah objek dan lokasi penelitiannya yaitu pada
penelitian tersebut yang menjadi objeknya adalah platform online, sedangkan dalam
penelitian ini pada pasar tradisional, yang mana kasus permasalahannya juga berbeda.

Dari beberapa penelitian diatas, meskipun sama-sama mengkaji praktik sewa
menyewa, namun karya ilmiah yang penulis susun ini memiliki perbedaan, di mana
lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian penulis berbeda dengan lokasi

objek penelitian-penelitian diatas serta penelitian ini secara khusus akan meneliti

16 Zofiroh Nurjannah Yusuf Lubis, “Praktik Akad Ijarah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI
N0.112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.mdn),” SKripsi,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2024).
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tentang pelaksanaan sewa menyewa tanpa kontrak tertulis yang tidak hanya
melibatkan dua belah pihak yakni penyewa dan pengelola lahan sewa, tapi juga
dengan pihak penyewa sebelumnya, yang kemudian peneliti akan meninjau dari

Hukum Ekonomi Syariah yang didasarkan pada Teori Akad.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang
menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu. Dalam hukum perdata, terdapat lima asas penting dalam
sebuah perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak (Freedom Of Contract), Asas
konsensualisme (consensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda),
asas iktikad baik (good faith), dan asas kepribadian (personality).!’

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract)

Asas Kebebasan Berkontrak adalah suatu asas yang memberikan
kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
mengadakan  perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian
,pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya,

apakah berbentuk tulisan atau lisan. Setiap orang dapat secara bebas membuat

17 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cetakan ke-14, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2019), him 9-13.
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perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar
hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum
b. Asas Konsensualisme (Consensualism)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1)
KUHPer, yang mana menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian
yakni tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Perjanjian telah
mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapakan, sehingga tidak
perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan
syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus
tertulis.

c. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dijelaskan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ,maka
hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar
tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian,
bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain untuk membayar ganti rugi.
Putusan pengadilan merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak
dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti juga

memiliki perlindungan hukum.
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d. Asas Iktikad Baik (good faith)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang
menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam asas ini para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan
kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para
pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat
dan melaksanaan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya serta
tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-
nutupi keadaan yang sebenarnya.

e. Asas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak
secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan
kesepekatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat
perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan hanya berlaku bagi mereka yang
membuatnya.

2. Teori Akad

Menurut Ibnu Qayyim, akad adalah suatu perjanjian yang mengikat antara
dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan
bahwa keabsahan suatu kontrak dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun
dan syarat akad. Jika suatu kontrak tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka

kontrak tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

14



Ibnu Qayim mengklasifikan akad menjadi beberapa jenis, diantaranya
yaitu akad yang sah dan tidak sah, akad yang mengikat dan tidak mengikat, dan
akad yang tunai dan tidak tunai. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili menjabarkan
beberapa rukun akad yaitu antara lain, pihak yang berakad (al-'agidain), objek
akad (ma'qud 'alaih), ijab dan gabul (shighah), serta tujuan akad (magshud al-
‘agad).’®.

a. Al-"agidain (pihak-pihak yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad (al-‘aqidain), yaitu dua belah pihak yang
terlibat langsung dalam perjanjian. Mereka adalah pihak yang memberikan
dan menerima, seperti penjual dan pembeli dalam akad jual beli, penyewa dan
penerima sewa . Syarat sahnya pihak yang berakad adalah harus berakal,
sudah baligh atau paling tidak tamyiz (dapat membedakan yang baik dan
buruk), melakukan akad atas kehendak sendiri (bukan karena paksaan), serta
memiliki kewenangan terhadap objek yang diakadkan.

b. Ma'qud 'alaih (objek akad)

Objek akad (ma‘qud ‘alaih), yaitu sesuatu yang menjadi isi atau bahan
perjanjian. Objek akad bisa berupa barang, jasa, atau manfaat tertentu, dan
harus memenuhi syarat-Syarat tertentu agar sah menurut syariat. Objek
tersebut harus jelas sifat, jumlah, dan bentuknya; halal dan suci; bermanfaat
menurut Islam; dapat diserahterimakan; serta dimiliki atau dikuasai oleh pihak

yang menyerahkan.

18 Az-Zuhaili, op.cit., him. 20.
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c. Shighah (ijab dan gabul)

ljab adalah pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan akad,
sedangkan gabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua. ljab dan
gabul harus dilakukan dalam satu majelis (tidak terputus waktunya), dengan
lafaz yang jelas dan menunjukkan kesepakatan yang sesuai antara kedua belah
pihak. Sighat ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat yang dipahami,
atau melalui tindakan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

d. Magshud al- ‘agad (tujuan akad)

Sebagian ulama menambahkan tujuan akad (magshud al-‘agd)
menjadi salah satu dari rukun akad. Tujuan dari akad harus benar dan tidak
bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, akad yang tujuannya
untuk sesuatu yang diharamkan seperti membuka usaha minuman keras,
meskipun secara rukun lainnya terpenuhi, tetap dianggap tidak sah karena
tujuannya batil.

Selain rukun, terdapat juga syarat-syarat sahnya akad, antara lain yang
pertama adalah kesepakatan (ridha), akad hanya sah apabila dilakukan dengan
penuh kerelaan tanpa adanya paksaan, tekanan, atau manipulasi. Yang kedua
yakni kewenangan (wilayah), pihak-pihak yang melakukan akad harus
memiliki hak atau kapasitas hukum terhadap objek yang diakadkan.

Kemudian yang ketiga yakni tidak bertentangan dengan syara’, atinya isi dan
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tujuan dari akad harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, baik dalam
bentuk, substansi, maupun akibat hukumnya."
3. Teori Maslahah
Konsep Maslahah (isl=dll) dalam hukum Islam secara harfiah berarti
kebaikan, kemanfaatan, kepentingan, atau kesejahteraan. Secara terminologis,
maslahah merujuk pada pertimbangan kemanfaatan dan penolakan kemudaratan
(kerugian) dalam menetapkan hukum atau kebijakan syariah. Dengan kata lain,
ketika seorang mujtahid (ahli hukum Islam yang memenuhi syarat) atau pembuat
kebijakan mempertimbangkan suatu hukum atau tindakan, mereka harus berupaya
untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah atau mengurangi
kemudaratan (kerugian) bagi individu, masyarakat, atau bahkan umat manusia
secara keseluruhan.
Para ulama membagi maslahah ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan
tingkat kepentingannya:
a. Maslahah Dharuriyyah (Kebutuhan Primer)
Kebutuhan mendasar yang jika tidak terpenuhi akan mengancam
eksistensi dan keteraturan kehidupan manusia (seperti agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta). Hukum yang menjaga maslahah dharuriyyah memiliki

prioritas tertinggi.

9 1bid., him. 25.
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b. Maslahah Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan
kesempitan dalam kehidupan, meskipun tanpa terpenuhi tidak mengancam
eksistensi (seperti aturan tentang muamalah yang memudahkan transaksi).

c. Maslahah Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier/Pelengkap)

Maslahah Tahsiniyah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan untuk
mencapai kesempurnaan, keindahan, dan etika dalam kehidupan (seperti adab
makan dan minum dan juga kebersihan).

Adapun jenis-jenis maslahah berdasarkan sumbernya, maslahah dapat
dibedakan menjadi:

a. Maslahah Mu'tabarah (Maslahah yang Diakui Syara’)

Merupakan suatu kemanfaatan yang secara eksplisit atau implisit
didukung oleh dalil-dalil syara' (Al-Qur'an dan Sunnah).

b. Maslahah Mulghah (Maslahah yang Dibatalkan Syara’)

Yakni suatu kemanfaatan yang secara eksplisit bertentangan dengan dalil-
dalil syara'.

c. Maslahah Mursalah (Maslahah yang Tidak Disebutkan Secara Spesifik)
Merupakan kemanfaatan yang tidak secara langsung diperintahkan atau
dilarang oleh dalil-dalil syara’, namun sejalan dengan prinsip-prinsip
umum syariah dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta
menolak kemudaratan. Penggunaan maslahah mursalah menjadi salah satu

metode ijtihad yang penting, namun dengan syarat dan batasan yang ketat.
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F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau teknik penulisan sebuah karya
tulis ilmiah yang didasarkan pada tinjauan mendalam terhadap suatu permasalahan
yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu
prosedur suat pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non
numerik untuk memahami fenomena secara mendalam dan rinci.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangana (field research)
atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui berbagai fenomena atau
peristiwva dalam masyarakat yang sebenarnya. Tujuan dari penelitian lapangan
adalah untuk mengetahui secara umum dan realistis yang sedang terjadi dalam
dalam ruang lingkup masyarakat dan selanjutnya untuk memecahkan atau
menyelesaikan masalah praktis yang sedang menjadi problema dalam kegiatan
sehari hari.? Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena akan melakukan
penelitian dan terjun langsung dilapangan untuk meneliti dan mengetahui secara
langsung fenomena sewa menyewa lapak di Pasar Bangsari Desa Bulaksari

Kabupaten Cilacap.

% Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah. (Ponorogo: STAIN Po Pres, 2010)
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2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan
yang dilakukan untuk memahami gejala-gejala yang sedang terjadi yang dikaitkan
dengan teori. Peran peneliti dalam hal ini menjadi kunci utama dalam
terlaksananya kegiatan penelitian yaitu melaksanakan pengumpulan data secara
triangulasi, analisis data, dan survei yang sifatnya kualitatif.”*
3. Sumber Data
a. Data Primer
Sumber data primer ini didapat dari proses wawancara yang dilakukan
dengan melakukan tanya jawab secara langsung yang masing-masing
pertanyaannya disusun dengan sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan
persoalan yang diteliti dalam penelitian ini®’. Adapun informan dalam
penelitian ini ialah pengelola lapak dan penyewa lapak di Pasar Bangsari Desa
Bulaksari Kabupaten Cilacap.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada
sebelumnya, sebagai bahan penunjang data primer. Data sekunder ini dapat
diperoleh peneliti yang bersumber dari tiga bahan, yakni bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dari ketiga

21 Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantittaif . (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002)

22 Mamik, Metodologi Penelitian, (Sidoarjo Zifatama Publisher, 2015).
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sumber ini diharapkan dapat menjadi landasan penelitian yang peneliti

lakukan dan mendukung data primer yang diperoleh dari wawancara dengan

penyewa dan pemberi sewa di Pasar Bangsari Desa Bulaksari Kabupaten

Cilacap.

1)

2)

3)

Bahan Data Primer

Bahan hukum primer berasal dari magasyid syariah tentang
akad yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist sebagai pijakan
utama untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kegiatan
sewa menyewa lapak pada Pasar Bangsari Desa Bulaksari kabupaten
Cilacap.
Bahan Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang
memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dipakai
penulis sebagai bahan hukum sekunder yakni: buku, kitab figih dan
ushul figh, jurnal, serta karya ilmiah lain yang dapat mendukung
penelitian.
Bahan Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi
petunjuk dan kejelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI).
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4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Dalam penelitian lapangan (field research) tentu saja perlu melakukan
wawancara untuk mendalami permasalahan yang akan diteliti, yang mana
wawancara itu sendiri merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang
diajukan®, yang mana dari hasil wawancara tersebut dapat memperoleh hasil
dari pelaksanaan akad sewa menyewa lapak di Pasar Bangsari Desa Bulaksari
Kabupaten Cilacap.
b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati
objek penelitian secara mendalam, dalam penelitian ini yaitu sistem kontrak
pada praktik sewa menyewa lapak di Pasar Bangsari Desa Bulaksari
Kabupaten Cilacap, dengan tujuan agar mendapatkan data terkait kegiatan
tersebut.
c. Dokumentasi

Sementara itu, dokumentasi itu sendiri merupakan sumber data yang

digunakan untuk melengkapi penelitian berupa gambar (foto), sebagai

% Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat UPN Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020).
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penunjang informasi bagi proses penelitian di Pasar Bangsari Desa Bulaksari
Kabupaten Cilacap.
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan analisis pada sewa lapak di Pasar Bangsari Desa Bulaksari
Kabupaten Cilacap menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang akan
didahulukan dengan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan realita yang
ingin diteliti, kemudian dianalisa dengan dukungan data yang mengaitkan pada
teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan yang

tepat.**

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai penelitian ini, peneliti
menguraikan pembahasan dari satu bab ke bab lainnya yang berjumlah lima bab.
Antara bab satu dengan bab yang lain memiliki keterkaitan satu sama lain. Gambaran
yang lebih jelas akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab | berisi Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan Latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi gambaran

awal dan dasar untuk bab-bab selanjutnya.

% Resto Krtiko Widi, Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penentuan
Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha limu, 2017).
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Bab Il berisi landasan teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis
permasalahan pada penelitian. Peneliti akan memaparkan beberapa teori yang
dijadikan dasar dalam penulisan penelitian yaitu diantaranya teori perjanjian, teori
akad, dan teori maslahah mursalah.

Bab Il berisi gambaran umum objek penelitian yang akan diteliti, yakni
praktik sewa meyewa lapak pedagang di Pasar Bangsari Desa Bulaksari Kabupaten
Cilacap dan permasalahan-permasalahan yang akan penulis teliti.

Bab IV berisi tentang hasil analisis penelitian dari permasalahan yang
dilandaskan teori-teori yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya.

Bab V merupakan Bab terakhir yaitu Penutup, dalam bab ini akan
menjelaskan terkait kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang menjadi jawaban
dari permasalahan penelitian, penulis juga akan mencantumkan saran yang dapat

dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik sewa menyewa lapak di Pasar Bangsari menghadirkan dinamika
kompleks yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Dari
perspektif Teori Perjanjian (Hukum Positif Indonesia), jual beli lapak antar-pedagang
tidak sah sebagai pengalihan hak milik karena tidak ada dasar kepemilikan formal,
melainkan hanya sah sebagai pengalihan hak pakai atau sewa. Hubungan sewa-
menyewa dengan BUMDes sendiri valid, namun lemah secara formal karena
ketiadaan kontrak tertulis yang jelas mengenai abonemen.

Sementara itu, dalam perspektif Teori Akad (Hukum Islam), transaksi jual beli
lapak tidak memenuhi syarat sebagai akad jual beli hak milik, melainkan lebih tepat
diinterpretasikan sebagai pengalihan hak manfaat. Sementara itu, akad ijarah antara
BUMDes dan pedagang secara prinsip sah, namun terdapat unsur gharar
(ketidakjelasan) terkait rincian abonemen yang perlu diperbaiki. Meskipun secara
umum praktik ini mengandung maslahah (kemanfaatan) dengan menyediakan tempat
usaha dan mendukung pengelolaan pasar, potensi mafsadat (kerugian atau konflik)
akibat ketidakjelasan status hak dan transparansi pengelolaan dana sangat nyata. Oleh
karena itu, praktik jual beli lapak seharusnya tidak diperbolehkan karena melanggar

ketentuan hukum dan ketiga kerangka hukum ini menuntut adanya perbaikan
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fundamental agar praktik sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Bangsari menjadi

lebih sah, adil, dan transparan.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dan memastikan keberlanjutan serta

keadilan dalam pengelolaan lapak di Pasar Bangsari, ada beberapa saran yang perlu

ditindaklanjuti:

1.

Bagi Pengelola Lapak (BUMDes Bulaksari)
Sebagai pengelola utama Pasar Bangsari BUMDes memiliki peran yang
cukup penting dalam membenahi sistem sewa lapak. Berikut beberapa saran
yang dapat membantu BUMDes dalam menciptakan tata kelola pasar yang
lebih baik:

a. Reformasi kontrak sewa yang jelas dan sah secara hukum

b. Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dana abonemen

c. Mengatur mekanisme pengalihan hak pakai atau sewa
Bagi Penyewa Lapak (Pedagang)
Para pedagang di Pasar Bangsari sebagai pihak yang memanfaatkan lapak,
memiliki peran penting dalam menciptakan keberlangsungan pasar yang sehat
dan berkelanjutan, yakni dengan cara:

a. Memahami hak dan kewajiban dalam kontrak

b. Mendukung transparansi dan akuntabilitas yang dibentuk BUMDes
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c. Menghindari praktik yang tidak sah seperti jual beli lapak yang bukan
milik pribadi
d. Ikut serta berperan aktif dalam pengembangan pasar
Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini telah membuka beberapa hal menarik yang membutuhkan kajian
lebih dalam. Ada beberapa hal yang mungkin bisa sebagai acuan bagi
penelitian selanjutnya, diantaranya:
a. Analisis dampak yuridis dan empiris dari pembaharuan kontrak yang
jika nantinya telah dilakukan oleh pihak BUMDes Bulaksari
b. Kajian lebih mendalam mengenai penghitungan maslahat dan
mafsadat dari berbagai sistem sewa dengan melibatkan pandangan
beberapa pihak (seperti BUMDes, pedagang, pemerintah daerah, ahli

syariah) untuk menemukan solusi yang paling optimal
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